BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data
1. Sekilas Profil KUA Kecamatan Kedungwaru dan Pengadilan
Agama Tulungagung
a. Profil KUA Kecamatan Kedungwaru
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru terletak di
Jalan Pahlawan No. 138 Kedungwaru Tulungagung. Wilayah
yuridis KUA Kecamatan Kedungwaru meliputi 19 desa yakni
Bangoan, Boro, Bulusari, Gendingan, Kedungwaru, Ketanon,
Loderesan, Majan, Mangunsari, Ngujang, Plandaan, Plosokandang,
Rejoagung, Ringinpitu, Simo, Tapan, Tawangsari, Tunggulsari dan
Winong.!
1) Visi, Misi dan Fungsi KUA Kecamatan Kedungwaru
Untuk memenuhi tugasnya di bidang keagamaan KUA
Kecamatan Kedungwaru mempunyai visi dan misi sesuai
dengan Kementrian Agama sebagai berikut:?
Visi
“Terwujudnya pelayanan keagamaan secara prima”
Misi

a) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk dan wakaf;

! Dokumen profil KUA Kecamatan Kedungwaru.
2 -
Ibid.
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b) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan dan
bimbingan ibadah;

c) Meningkatkan kualitas pengetahuan administrasi dan
keagamaan.

2) Fungsi KUA Kecamatan Kedungwaru
Dalam melaksanakan sebagian tugas dari Kantor

Kementrian Agama Tulungagung di bidang bimbingan

masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Kedungwaru, KUA

Kecamatan Kedungwaru mempunyai fungsi sebagai berikut:®

a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;

b) Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat,
kearsipan, pengetikan dan urusan rumah tangga KUA
Kecamatan;

c) Melaksanakan pencatatan nikah/rujuk, mengurus dan
membina  masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial,
kependudukan, bimbingan perkawinan dan keluarga
sakinah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

b. Profil Pengadilan Agama Tulungagung
Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum
merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945

berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana

¥ Ibid.
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penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid,
selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan
Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana
sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di
serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai
dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma’arif NU, tahun 1971
sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru
pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama
Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan
Pahlawan I11 No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980,
kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung
mendapatkan dana dari DIPA PA TA 2007 untuk pengadaan tanah
seluas hampir 1 Ha.

Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009
mendapat kucuran dana dari DIPA PA TA untuk pembangunan
fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan
Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung
baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas
berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU

No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.
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1) Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Tulungagung
Sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama,

Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai visi dan misi

sebagai berikut:*

Visi

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang

Profesional di Pengadilan Agama Tulungagung

Misi

a) Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan.

b) Memberikan pelayanan publik yang prima dan
keterbukaan informasi  dibidang hukum  kepada
masyarakat.

c) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya
menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan
Agama Tulungagung.

d) Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga
diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Tujuan

a) Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas
tinggi.

b) Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang

sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

* IT.Pengadilan Agama, Visi & Misi Pengadilan Agama Tulungagung, http://www.pa-
tulungagung.go.id/index.php/joomla-overview diakses pada 5/1/2018 pukul 21.03.



http://www.pa-tulungagung.go.id/index.php/joomla-overview%20diakses%20pada%205/1/2018
http://www.pa-tulungagung.go.id/index.php/joomla-overview%20diakses%20pada%205/1/2018
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c) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan
efisien

d) Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis
dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.

2) Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi
memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu: >
a) Kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakiman;

peradilan;

b) Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di
suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan
hukum.

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung
mencakup semua wilayah dikabupaten Tulungagung yang
terdiri dari 19 kecamatan, yakni:®
a) Kecamatan Ngantru
b) Kecamatan Karangrejo
¢) Kecamatan Sendang
d) Kecamatan Kedungwaru
e) Kecamatan Kota Tulungagung

f) Kecamatan Rejotangan

® Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1278.

e IT.Pengadilan Agama, Wilayah Yuridiksi, http://www.pa-
tulungagung.go.id/index.php/wilayah-yuridiksi diakses pada 5/1/2018 pukul 21.20.



http://www.pa-tulungagung.go.id/index.php/wilayah-yuridiksi%20diakses%20pada%205/1/2018
http://www.pa-tulungagung.go.id/index.php/wilayah-yuridiksi%20diakses%20pada%205/1/2018
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g) Kecamatan Ngunut

h) Kecamatan Kalidawir

i) Kecamatan Tanggunggunung

j) Kecamatan Campurdarat

k) Kecamatan Besuki

I) Kecamatan Pakel

m) Kecamatan Gondang

n) Kecamatan Kauman (Lokasi Pengadilan Agama
Tulungagung)

0) Kecamatan Pagerwojo

p) Kecamatan Pucanglaban

q) Kecamatan Sumbergempol

r Kecamatan Boyolangu

s) Kecamatan Bandung

2. Paparan Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru
a. Pendaftaran Kehendak Nikah
Setiap hal yang berkaitan dengan nikah, cerai maupun rujuk
yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Agama Islam yang
menjadi kewengan KUA diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah,
termasuk dalam hal pencatatan perkawinan.
Setiap orang yang hendak menikah akan mendaftarkan

kehendak nikah di KUA dengan persyaratan tertentu. Syarat ini
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harus dipenuhi setiap pasangan agar kehendak nikahnya tidak

ditolak oleh KUA. Berikut syarat-syarat administratif untuk

pendaftaran kehendak nikah di KUA:’

a. Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa/Lurah (N.1)

b. Kutipan akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan asal-
usul dari Kepala Desa/Lurah (N.2)

c. Surat persetujuan kedua calon mempelai (N.3)

d. Surat keterangan tentang orang tua dari Kepala Desa/Lurah
(N.4)

e. Surat ijin orang tua/Pengadilan Agama bagi calon mempelai
yang berumur kurang 21 tahun. (N.5)

f. Dispensasi nikah dari Pengadilan bagi calon mempelai yang
umurnya di bawah 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun
bagi laki-laki.

g. Kelengkapan berkas lain yang difoto copy (KTP, Kartu
Keluarga, Akta Kelahiran, ijazah terakhir, surat nikah orang
tua bagi anak pertama)

Bagi janda/duda ada persyaratan tambahan, yakni;

a. Akta Cerai

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh

pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta

" Dokumen Administrasi KUA Kecamatan Kedungwaru.
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ini bisa diterbitkan jika perceraian antara suami/istri sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Putusan Pengadilan Agama
Putusan dari Pengadilan Agama ini juga sebagai bukti bahwa
telah terjadi perceraian antara suami dan istri.

Pendaftaran perkawinan dilakukan minimal 10 hari kerja
sebelum tanggal dilangsungkannya akad nikah. Apabila kurang dari
10 hari kerja harus dimintakan surat dispensasi dari kecamatan.

Kehendak nikah ini kemudian akan diumumkan pada papan
pengumuman yang ada di KUA kecamatan bahwa akan ada
perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Hal
ini bertujuan untuk mengetahui atas perkawinan tersebut akan ada
pihak-pihak yang keberatan atau tidak.

Selain itu, bagi tiap-tiap pendaftaran perkawinan akan
diperiksa kelengkapan persyaratan dan juga KUA akan memeriksa
hal-hal yang berkaitan dengan halangan perkawinan, jika halangan
perkawinan terdapat dalam perkawinan tersebut maka KUA akan
menolak perkawinan dengan mengeluarkan surat penolakan
perkawinan disertai dengan alasan penolakan perkawinan.

Terhadap penolakan perkawinan tersebut, apabila calon
suami istri tidak menerima keputusan penolakan dari KUA, maka
calon suami istri dapat mengajukan permohonan ke pengadilan

untuk mencabut penolakan perkawinan dari KUA.
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Berikut data penolakan perkawinan yang didapat dari KUA

Kecamatan Kedungwaru pada tahun 2016 dan 2017.

Data Penolakan Perkawinan KUA Kecamatan Kedungwaru

Tabel 1.1

Penolakan Perkawinan KUA Kecamatan Kedungwaru

Tahun 2016 2017
Pendaftar nikah 670 781
Wali Adhol 2 3
Kurang Umur 9 7
Hamil Masa Iddah 3 4

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2016

terdapat sekitar 670 pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan

Kedungwaru dan 14 pendaftaran ditolak dengan alasan wali tidak

mau menikahkan (wali adhol) sebanyak 2 kasus, kurangnya umur

calon suami istri sebanyak 9 kasus, dan juga hamil dalam masa

iddah sebanyak 3 kasus.

Sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2017 juga

terdapat 14 penolakan perkawinan dari 781 perkawinan yang

didaftarkan, 3 kasus penolakan perkawinan dengan alasan wali

tidak mau menikahkan (wali adhol), 7 kasus penolakan karena

calon suami istri kurang umur dan 4 penolakan perkawinan karena

hamil dalam masa iddah.
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b. Pertimbangan Hukum KUA Kecamatan Kedungwaru Dalam

Penolakan Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pencatatan
nikah, KUA Kecamatan Kedungwaru juga berwenang menolak
kehendak nikah jika perkawinan tersebut tidak memenuhi
persyaratan atau adanya halangan kehendak nikah. Berdasarkan
hasil penelitian yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan
Kedungwaru terdapat 3 alasan penolakan perkawinan, yakni karena
wali tidak mau menikahkan anaknya, usia calon mempelai yang
masih dibawah umur (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi
perempuan) dan wanita dalam keadaan hamil dalam masa iddah.

Termasuk surat penolakan perkawinan KUA Kecamatan
Kedungwaru No B.-252/KUA.15.04.15/PW.01/09/2017 dengan
alasan wanita hamil dalam masa iddah. Dimana atas surat
penolakan perkawinan tersebut para pihak keberatan dan
mengajukan permohonan di Pengadilan Agama dan mendapat
putusan dengan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA.TA

Peneliti kemudian mewawancarai Ahmad Tadkir, selaku
Kepala KUA Kecamatan Kedungwaru dan juga pejabat yang
berwenang melakukan penolakan perkawinan untuk mengetahui
pertimbangan yang lebih mendalam, Bapak Ahmad Tadkir
menguraikan bahwa

Jika orang menikah tetapi dia janda, harus dilihat kapan
dia cerai, dan boleh menikah lagi ketika masa iddahnya
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habis, yakni 3 kali suci jika cerai talak, dan masa iddah
hamil adalah sampai melahirkan. Jika kemudian
perkawinan tersebut saya tolak, itu karena wanita dalam
keadaan hamil dan dalam masa iddah, maka syar’inya
masa iddah hamil sampai bayinya lahir, kemudian harus
dibuktikan kehamilannya dengan siapa, apakah dengan
suami yang lama atau dengan calon suaminya. Solusinya
kemudian dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan,
jika dikabulkan akan kami nikahkan atas perintah hakim
pengadilan.®

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA

Kecamatan Kedungwaru dapat disimpulkan bahwa penolakan yang

dilakukan KUA Kecamatan Kedungwaru berpedoman pada hukum

yang ada, yang mana ketentuan dalam figih bahwa iddah hamil

adalah sampai anaknya lahir.

Kepala KUA Kecamatan Kedungwaru dalam wawancara

juga menambahkan:

jika pada zaman dahulu, orang yang bercerai dan hamil
dalam masa iddah bisa dipastikan dia hamil dengan
mantan suaminya. Tetapi sekarang berbeda, justru
sebaliknya banyak yang hamil dengan calon suaminya,
dan kehamilannya adalah dari hasil zina. Kasus seperti ini
banyak yang kemudian mendapat persetujuan menikah
dari pengadilan®

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa

kehidupan masyarakat sudah berkembang, pola hidup masyarakat

juga sudah berubah, dan permasalahan yang dialami sudah semakin

beragam. Ada perbedaan perkara pada zaman dahulu dan zaman

sekarang.

® Hasil wawancara dengan Ahmad Tadkir tanggal 18 Desember 2017

* Ibid
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3. Paparan Data Pengadilan Agama Tulungagung
a. Perkarayang Diterima di Pengadilan Agama Tulungagung
Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama
Tulungagung yang mengadili perkara antara orang-orang Islam
berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara pada tingkat pertama. Perkara yang masuk pada
pengadilan agama selanjutnya diperiksa dan diselesaikan dalam
bentuk putusan.
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di
Pengadilan Agama Tulungagung terdapat sekitar 3335 perkara di
tahun 2016 dan 3525 perkara yang masuk di tahun 2017 dengan
rincian sebagai berikut:*

Tabel 1.2
Data perkara yang masuk di Pengadilan Agama

Tulungagung

Jenis Perkara 2016 2017
ljin poligami 11 4
Penolakan Perkawinan 5 6
Pembatalan Perkawinan 1 1
Cerai Talak 954 964
Cerai Gugat 2073 2150
Harta Bersama 9 5
Penguasaan Anak/Hadanah 2 7
Perwalian 20 26
Pencabutan Kekuasaan Wali 4 0
Penunjukan orang lain 18 26
Ganti Rugi Terhadap Wali 2 0
Asal-usul Anak 3 2
Isbat Nikah 11 14
Dispensasi Kawin 120 190
Wali Adhol 21 34

19 Dokumen perkara Pengadilan Agama Tulungagung
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Kewarisan 5 2
Hibah 2 1
Wakaf 1 0
Penetapan Ahli Waris 9 3
Lain-lain 64 90

Tabel di atas menunjukkan bahwa permohonan dispensasi
menikah termasuk perkara yang dominan yang ada di Pengadilan
Agama Tulungagung. Pada tahun 2016 dispensasi menikah
karena kurangnya umur sebanyak 120 perkara, wali adhol 21
perkara dan penolakan perkawinan sebanyak 5 perkara.
Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 190 perkara dispensasi
menikah karena kurang umur, 34 perkara wali adhol dan 6
perkara penolakan perkawinan.

. Pertimbangan Hukum dalam Permohonan Pencabutan
Penolakan Perkawinan (Perkara Nomor
287/Pdt.P/2017/PA.TA)

Dalam memutuskan suatu perkara, ada tahapan-tahapan
yang harus dilakukan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan
hakim dalam membuat putusan. Perkara yang masuk diperiksa
terlebih dahulu identitas para pihak serta jenis perkaranya, hal ini
terkait dengan kompetensi absolut dan kompetensi relative badan
peradilan.

Dalam persidangan hakim juga akan memeriksa duduk
perkara serta pembuktian baik bukti tertulis maupun saksi yang

dihadirkan oleh pemohon. Dengan begitu hakim dapat menilai
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perkara  yang akan diputus. Pada perkara ini pemohon
mengajukan bukti berupa KTP, surat penolakan No. B-
252/Kua.15.04.15/PW.01/09/2017, fotocopy akta cerai, fotocopy
akta kelahiran, fotocopy salinan putusan cerai gugat No.
0171/Pdt.G/2017/PA.TA, surat keterangan kesehatan, dan surat
hasil pemeriksaan laboratorium. Selain bukti tertulis tersebut,
pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi.'

Terkait dengan perkara yang peneliti kaji dan untuk
mendukung penelitian ini, peneliti mewawancarai Bapak
Misbachul Munir selaku Ketua Majelis Hakim dalam perkara
yang peneliti kaji, beliau menguraikan bahwa:

Pada perkara ini seseorang ingin menikah tetapi
perkawinannya ditolak olen KUA, dan sebenarnya
perkawinan hamil itu tidak dilarang, sehingga orang boleh
saja hamil kemudian menikah. KHI jelas membolehkan
nikah hamil, tetapi dengan catatan yang menikahi adalah
orang yang menghamilinya. Karena Nabi melarang untuk
menyirami pada tanaman orang lain, jadi jika yang
menikahi adalah yang menghamili maka tidak ada
masalah. Dalam perkara ini iddah yang berlaku adalah
iddah talak, yaitu 3 kali quru’ karena hamil dengan orang
lain, bukan dengan mantan suaminya.*?

Dari apa yang telah diuraikan Bapak Misbachul Munir
dapat disimpulkan bahwa sebagian ulama membolehkan menikah
dalam keadaan hamil dan laki-laki yang dinikahi adalah laki-laki

yang menghamilinya. Jika kehamilan dengan mantan suami masa

iddahnya adalah sampai melahirkan, tetapi dalam persidangan

! Dokumentasi Pengadilan Agama Tulungagung.
12 Hasil wawancara dengan Misbachul Munir tanggal 3 Januari 2018
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dengan memperhatikan alur dan pembuktian yang ada terbukti
yang menghamili adalah laki-laki yang akan dinikahinya, maka
tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan selama masa
iddah yang dijalani dengan laki-laki sebelumnya sudah lewat (3
kali quru’).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota
majelis hakim yakni Bapak Ghofar Rasmin beliau menguraikan
bahwa:*

Karena dalam kasus ini ada pengakuan dari pihak laki-laki
yang akan dinikahi bahwa yang dikandungnya adalah
anaknya dan pada saat putusan sudah lewat masa
iddahnya, = maka  majelis hakim  memutuskan
memerintahkan pada KUA untuk menikahkan mereka
berdasarkan pasal 53 KHI yang menyebutkan boleh
dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan
disini juga sudah habis masa iddahnya. Kalau dia
mengajukan tetapi masih belum selesai masa iddahnya,
akan kami tolak. Jika di KUA selalu melihat jika dia hamil
maka harus menunggu kelahiran anaknya. Jika figh murni
seperti itu, jika hamil maka ya menunggu lahir. Kalau
kami melihat dulu kasusnya.

Wawancara dengan Bapak Ghofar Rasmin, yang
merupakan anggota majelis hakim dalam perkara yang sama
dapat diketahui bahwa pengadilan membolehkan dan
memerintahkan KUA untuk menikahkan jika sudah habis masa
iddah yang harus dijalani seorang wanita. Apabila pada saat

dijatunkan putusan ternyata belum habis masa iddahnya

Pengadilan akan menolak permohonan dari para pihak.

3 Hasil wawancara dengan Ghofar Rasmin tanggal 17 Januari 2018.
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Dalam perkara ini, terdapat 1 ketua majelis hakim dan 2
anggota majelis, untuk itu peneliti juga mewawancarai anggota
majelis hakim yang lainnya agar didapatkan data yang valid
dalam penelitian ini. Peneliti mewawancarai Bapak Tamat
Zaifudin sebagai anggota majelis hakim yang kedua

Penolakan yang dilakukan oleh KUA itu tidak sesuai
dengan syariat Islam. Wanita yang bercerai masa iddahnya
adalah 3 bulan, apabila dalam masa iddah itu ternyata
hamil menurut figh murni ya menunggu anaknya lahir.
Fungsi dari masa iddah itu sendiri kan untuk mengetahui
bersihnya atau tidaknya rahim atau ada tidaknya janin.
Faktanya, hamilnya itu bukan dari mantan suaminya,
tetapi hamilnya dengan orang lain. Jadi begini, kalau
wanita itu hamil iddahnya sampai melahirkan, dan wanita
ini kan masih dalam masa iddah, KUA tidak berani
menikahkan. Tetapi ternyata hamilnya bukan dengan
bekas suaminya, melainkan dengan orang lain berarti
iddahnya adalah iddah talak. Sepanjang iddah talak ini
sudah habis, berarti bisa dilaksanakan perkawinan itu. Kita
melihat faktanya, bahwa faktanya hamilnya tidak dengan
suami lamanya, maka pengadilan mencabut penolakan
dari KUA. Seseorang boleh saja menikah dalam keadaan
hamil sepanjang yang menikahi adalah orang yang
menghamilinya, hal ini jelas diatur dalam KHI. Jika
kemudian mereka tidak dinikahkan, kasihan anaknya,
kalau lahir diluar nikah. Putusan pengadilan yang
kemudian tidak memberlakuan penolakan dari KUA
sekaligus juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi
para pihak.**

Dalam perkara ini, melalui persidangan juga terbukti
bahwa yang menghamili calon istri adalah laki-laki yang akan

menikahinya, bukan mantan suami sebelumnya. Bahkan pada

4 Hasil wawancara dengan Tamat Zaifudin tanggal 17 Januari 2018.
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sidang perceraian sebelumnya, mantan suami tidak diketahui

keberadaannya.

B. Temuan Data
1. Pertimbangan Hukum KUA Kecamatan Kedungwaru dalam
Penolakan Perkawinan Wanita Hamil

Berdasarkan apa yang peneliti peroleh dari KUA Kecamatan
Kedungwaru kasus penolakan perkawinan banyak didominasi oleh
kurangnya umur calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan.
Perkara yang kemudian menjadi objek penelitian yang peneliti uraikan
yakni hamil pada masa iddah tidak banyak mendominasi penolakan
perkawinan, hanya saja sekarang ini kemajuan zaman sudah tidak
dapat dipungkiri sehingga tidak menutup kemungkinan pula kasus
yang sama akan meningkat.

Seperti halnya yang telah diuraikan Bapak Ahmad Tadkir
dalam wawancaranya yang mengakui bahwa saat ini wanita hamil
pada masa iddah belum tentu kehamilannya dengan bekas suaminya,
tetapi justru banyak yang hamil dengan calon suami yang akan
dinikahinya, berbeda dengan waktu dulu ketika seseorang hamil
dalam masa iddah bisa langsung dipastikan bahwa dia mengandung
anak dari mantan suaminya. Artinya sudah terjadi pergeseran moral

yang tengah terjadi di masyarakat sekarang ini.
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Dalam  surat  penolakan  perkawinan  nomor  B.-
252/KUA.15.04.15/PW.01/09/2017 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Kedungwaru mencantumkan alasan penolakan perkawinan
bahwa wanita hamil dalam masa iddah, sehingga KUA tidak dapat
menikahkannya karena kehamilannya tersebut, bahkan masa iddahnya
belum selesai dijalani.

Kepala KUA Kecamatan Kedungwaru sebagaimana yang telah
diuraikan dalam wawancaranya menegaskan bahwa wanita yang
hamil dalam masa iddah tidak dapat dikawinkan sampai masa
iddahnya habis, dan masa iddahnya adalah sampai anaknya lahir.
Setelah habis masa iddah itulah baru kemudian dapat dikawinkan
dengan calon suami yang akan dinikahinya.

Alasan penolakan ini sebagaimana yang telah dimaksudkan
berpedoman pada kitab-kitab figh yang menyatakan masa iddah
wanita hamil sampai melahirkan. Dan seorang wanita haruslah
menjalani kewajiban iddah sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut, KUA tidak dapat pula menikahkan
calon pengantin dan menyalahi peraturan yang ada. Sehingga, KUA
mengeluarkan surat penolakan dan menyerahkannya kepada calon
pengantin. Atas penolakan tersebut, para pihak yang tidak terima
dapat mengajukan keberatan ke pengadilan agama setempat.

Pengadilan yang kemudian akan memeriksa untuk mengabulkan
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permohonan pemohon atau menguatkan penolakan perkawinan dari
KUA.

KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor
Kementerian Agama Indonesia. Sebagaimana fungsinya, KUA
berwenang untuk mencatatkan setiap perkawinan yang terjadi
termasuk juga memeriksa kelengkapan serta halangan menikah bagi
pasangan suami istri.

Dalam  surat  penolakan  perkawinan  nomor  B.-

252/KUA.15.04.15/PW.01/09/2017 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Kedungwaru dengan alasan wanita hamil masa iddah
berpedoman pada Kkitab-kitab figih serta KHI yang pada intinya
menyatakan masa iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan, dan
jika ingin menikah harus menunggu anaknya lahir.
Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Tulungagung
dalam Permohonan Perkara Penolakan Perkawinan oleh KUA
Kecamatan Kedungwaru Tulungagung dalam Putusan No.
287/Pdt.P/2017/PA.TA

Hakim dalam memutuskan suatu perkara terlebih dahulu akan
memeriksa kebenaran dari permohonan yang telah diajukan oleh
pemohon. Melalui persidangan hakim akan menilai serta membuat
putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Perkara
yang masuk terlebih dahulu akan diperiksa melalui persidangan,

dengan memeriksa surat gugatan, bukti-bukti tertulis maupun
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keterangan dari para saksi untuk kemudian menjadi bahan
pertimbangan  hakim. Begitu pula dalam putusan  No.
287/Pdt.P/2017/PA.TA hakim juga memeriksa fakta serta peristiwa
hukum yang sebenarnya terjadi melalui bukti tertulis maupun saksi
yang dihadirkan pada persidangan.

Putusan (No. 287/Pdt.P/2017/PA.TA) sebagaimana terlampir
mengabulkan  permohonan pemohon yang dalam amarnya
mengabulkan serta menyatakan surat penolakan perkawinan dari KUA
Kecamatan Kedungwaru tidak mempunyai kekuatan berlaku, serta
memerintahkan ~ Pejabat Pegawai  Pencatat  Nikah  untuk
melangsungkan perkawinan pemohon.

Putusan ini bertolak belakang dengan yang dikeluarkan oleh
KUA yang mana KUA Kecamatan Kedungwaru sebelumnya menolak
menikahkan dan Pengadilan Agama mencabut penolakan tersebut
serta memerintahkan petugas KUA untuk menikahkan pemohon.

Putusan Pengadilan Agama yang bertolak belakang dengan
surat penolakan dari KUA juga mempunyai dasar serta pertimbangan
yang mendasari putusan tersebut. Dari hasil wawancara yang peneliti
lakukan dengan narasumber yakni Majelis Hakim yang memutus
perkara tersebut didapati bahwa orang yang menghamili bukanlah
mantan suaminya, melainkan orang yang akan menikahinya tersebut.
Itu artinya bayi yang dikandungnya tidak ada hubungan nasab dengan

mantan suami sebelumnya.
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Selain itu, melalui pembuktian tertulis berupa salinan putusan
cerai dari Pengadilan Agama Tulungagung maupun dengan
menghadirkan saksi menyatakan bahwa mantan suami pemohon sudah
lama meninggalkan pemohon sehingga tidak mungkin kehamilannya
dengan mantan suaminya, tetapi dengan orang lain. Untuk itu, pada
perkara tersebut masa iddah yang harus dijalani adalah 3 bulan, bukan
iddah hamil yang sampai menunggu anaknya lahir.

Pemohon bercerai dengan mantan suaminya pada tanggal 20
Juni 2017 kemudian mengajukan pendaftaran kehendak nikah yang
mengalami penolakan oleh KUA Kecamatan Kedungwaru tertanggal
12 September 2017 sehingga mengajukan keberatan di Pengadilan
Agama Tulungagung. Putusan ini dijatuhkan pada tanggal 4 Oktober
2017 yang mana masa iddah pemohon telah habis pada tanggal 21
September 2017, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat
dikeluarkannya putusan telah lewat masa iddah.™

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan
Agama Tulungagung serta dari hasil wawancara majelis hakim, dapat
disimpulkan pertimbangan hukum atas putusan tersebut adalah
sebagai berikut:

a. Adanya pengakuan bahwa kehamilannya bukan dengan mantan

suaminya, melainkan dengan laki-laki yang akan menikahinya

!> Dokumentasi Pengadilan Agama Tulungagung.
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b. Antara pemohon dengan mantan suaminya sudah tidak bersama
dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri sejak mantan
suaminya meninggalkan pemohon pada bulan Mei 2006 dan tidak
memberi kabar.

c. Masa iddah yang berlaku adalah iddah talak, yakni 3 bulan dan
bukan iddah hamil yang sampai menunggu kelahiran anaknya.

d. Tidak ada halangan perkawinan antara keduanya.

e. Tidak ada hubungan nasab antara keduanya.

f. Tidak ada peraturan yang melarang nikah hamil

g. Seseorang boleh menikah dalam keadaan hamil dengan syarat
yang menikahinya adalah orang yang menghamilinya.

h. Pada saat putusan dijatuhkan, sudah habis masa iddahnya, yakni
iddah talak (3 bulan).

Berdasarkan fakta serta pertimbangan hukum tersebut maka
tidak ada alasan yang menguatkan penolakan dari KUA Kecamatan
Kedungwaru. Selain itu pertimbangan yang bersifat sosial seperti
memperhatikan anak yang akan dilahirkan juga menjadi dasar
pertimbangan tersebut. Sebab jika tidak dinikahkan akan
menimbulkan kedzaliman kepada anak yang dikandungnya.
Berdasarkan fakta serta pertimbangan hukum maupun sosial itulah,
penolakan dari KUA dinyatakan dicabut dan tidak berkekuatan

hukum.
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C. Pembahasan
1. Pertimbangan Hukum KUA Kecamatan Kedungwaru dalam
Penolakan Perkawinan Wanita Hamil

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seseorang haruslah
mendaftarkan dahulu kehendak nikahnya pada KUA dengan
membawa semua persyaratan yang diperlukan, persyaratan tersebut
diperiksa kelengkapan mulai dari surat keterangan untuk nikah, surat
persetujuan kedua calon mempelai, surat ijin orang tua, surat
pemeriksaan kesehatan dll yang akan diperiksa oleh petugas KUA.
KUA akan memeriksa kelengkapan surat serta halangan perkawinan
yang mungkin terjadi baik karena hubungan nasab, sepersusuan, iddah
maupun ada atau tidaknya pihak-pihak yang keberatan atas
perkawinan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut didapati bahwa calon
pengantin berstatus janda dan dalam keadaan hamil sehingga
kehendak nikahnya ditolak. Dalam perkara ini, KUA Kecamatan
Kedungwaru memasukkan iddah hamil sebagai perhitungan untuk
perkawinan dalam perkara ini, sehingga antara calon suami istri tidak
diperbolehkan melangsungkan perkawinan sebelum bayi yang
dikandungnya lahir.

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak harus

menjalani iddahnya sebagai berikut:®

1% Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan..., hal. 95
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1) Bagi istri yang ditalak dalam keadaan hamil, iddahnya adalah
sampai melahirkan.

2) Bagi istri yang masih dapat mengalami mens, iddahnya adalah
tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal
sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri.

Dalam KHI juga mengatur tentang lamanya masa iddah ini,
yakni dalam pasal 153 ayat (2) KHI*'

Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun
gobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga
puluh) hari:

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu
bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan
sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi
yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan
sampai melahirkan;

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan
sampai melahirkan.

Pasal 39 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanakan UU No.1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:*®

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai
berikut:

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu
tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu
tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90
(sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang
bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;

Y Kompilasi Hukum..., hal. 46
'8 pPeraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.
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c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan
sampai melahirkan.

2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan
karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan
bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang
waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan
bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang
waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Untuk menentukan masa iddah yang harus dijalankan dan untuk
menentukan calon istri masih dalam masa iddah atau tidak, KUA
berpedoman pada akta cerai serta surat putusan cerai gugat dari Pengadilan
Agama. Dalam kutipan akta cerai yang diterima oleh calon istri tidak
mencantumkan lamanya masa iddah yang harus dijalani, hanya saja
menerangkan keadaan suci/tidak (dalam masa haidh) ketika putusan
tersebut dijatuhkan. Hal ini tidak memberikan keterangan secara jelas lama
masa iddah yang seharusnya dia jalani.

Berdasarkan fakta bahwa wanita dalam keadaan hamil dan masih
dalam masa iddah tersebut KUA Kecamatan Kedungwaru menolak
kehendak nikah dan mengeluarkan surat penolakan perkawinan kepada
para pihak.

Dalam KHI pasal 69 menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah
akan menolak perkawinan apabila ada larangan menikah:*

1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap

perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1
Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

9 1bid., hal. 20
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2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang
ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut
disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana
Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan
berkedudukan  untuk  memberikan  keputusan, dengan
menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

Dalam perkara ini, KUA memasukkan iddah hamil sebagai
perhitungan untuk perkawinan dalam perkara ini, sehingga antara calon
suami istri tidak diperbolenkan melangsungkan perkawinan sebelum bayi
yang dikandungnya lahir. Selain itu, KUA juga tidak mempunyai
kewenangan untuk membuktikan kehamilan calon istri dengan calon suami
atau dengan mantan suaminya. Oleh karenanya, KUA Kecamatan
Kedungwaru mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan
calon istri hamil dalam masa iddah.

Atas surat penolakan perkawinan dari KUA Kecamatan
Kedungwaru tersebut, pemohon dapat melakukan suatu upaya yakni
permohonan pembatalan penolakan perkawinan yang diajukan ke
Pengadilan Agama setempat. Karena kewenangan ini menjadi kewenangan
Pengadilan Agama Tulungagung, maka pemohon mengajukan
permohonan ke Pengadilan Agama Tulungagung sesuai kompetensi baik
absolut maupun kompetensi relatif yang dimiliki.

Kompetensi absolut (absolute competentie) Pengadilan Agama

adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau

jenis pengadilan atau tingkat Pengadilan, dalam perbedaannya dengan
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jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.
Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan
golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam di
bidang:®
a) Perkawinan
b) Waris
c) Wasiat
d) Hibah
e) Wakaf
f) Zakat
g) Infaq
h) Shodagoh
i) Ekonomi Syariah

Sedangkan kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang
yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang
sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum
Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili
pihak yang berperkara. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak
dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan

diajukan agar gugatannya memenuhi syarat formal.?

20 Retnowulan Sutantio, Hukum..., hal. 11.
2Isulaikin Lubis, Hukum..., hal. 102.
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2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam
Permohonan Perkara Penolakan Perkawinan oleh KUA Kecamatan
Kedungwaru Tulungagung dalam Putusan No. 287/Pdt.P/2017/PA.TA

Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama akan melalui
tahapan persidangan sebagai suatu proses yang harus dijalani oleh para
pihak. Dalam persidangan tersebut akan diperiksa mulai dari surat
gugatan/permohonan, identitas para pihak, pembuktian baik tertulis
maupun saksi serta pendukung lain yang sekiranya diperlukan guna
mempermudah hakim dalam memeriksa dan membuat putusan.

Bukti berupa hasil pemeriksaan kesehatan serta putusan dari
Pengadilan Agama tertanggal 24 Mei 2017, pada saat dijatuhkan putusan
antara pemohon dengan mantan suaminya pemohon dalam keadaan suci,
dan pada bulan Agustus baru dinyatakan positif hamil. Karenanya iddah
yang berlaku adalah iddah talak, bukan iddah hamil. Dalam pasal 153 ayat
(2) KHI menyebutkan:

Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun gobla al

dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu

bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan

sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang
tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

SNI5 g5l B 5g50ad (251 0) WSS e el (e (it SV
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22 Kompilasi Hukum..., hal. 46
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Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi
(menopouse) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-
ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga
bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak
haidh.”(Q.S At-Thalaq:4)*

Bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon berupa akta cerai
maupun salinan putusan cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama
Tulungagung serta saksi yang dihadirkan didapati bahwa mantan suami
pemohon telah meninggalkan pemohon sejak bulan Mei 2016 dan tanpa
meninggalkan kabar. Untuk itu tidak mungkin kehamilan pemohon dengan
mantan suaminya.

Hal inilah yang kemudian menjadi poin penting sebagai dasar
hukum yang digunakan dalam membuat putusan ini. Yang mana faktanya
kehamilan pemohon bukan dengan mantan suami melainkan dengan calon
suami yang akan dikawinkan dengannya. Dan dalam peraturan
diperbolehkan menikah dalam keadaan hamil dengan syarat yang menikahi
adalah orang yang menghamilinya. Oleh karena alasan ini maka
Pengadilan Agama Tulungagung memutuskan untuk mencabut penolakan
perkawinan dari KUA Kecamatan Kedungwaru.

Pasal 53 KHI menyatakan bahwa:?*
1. Seorang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

%% Departemen Agama RI, Al-Quran dan..., hal. 558
? 1bid., hal. 17
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3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang
dikandungnya lahir.

z z
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Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan

perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan

perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki

yang berzina atau laki-laki musyrik,”(Q.S Annur:3)®

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama
berbeda pendapat, yakni:*®

a. Ulama madzab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam
Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh
bercampur sebagai suami istri, apabila laki-laki yang mengawininya
adalah laki-laki yang menghamilinya.

b. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah)
dikawinkan dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila keduanya
telah bertaubat dan menjalani hukuman cambuk, karena keduanya
telah berzina.

Masa iddah bagi perempuan hamil sebagai akibat dari perkawinan
yang sah, baik karena kematian suaminya atau talak tidak begitu banyak
mengundang kontroversi karena masing-masing telah dijelaskan oleh nash.

Akan tetapi dalam hal iddah bagi perempuan hamil karena zina maka tidak

ada penjelasan secara eksplisit oleh nash, maka sebagai konsekuensinya

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan..., hal. 350
% Abd.Rachman Gozali, Fikih Munakahat..., hal.124.
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pastinya akan muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada
tidaknya kewajiban iddah bagi perempuan tersebut ataupun tenggang
waktu masa iddah tersebut. Pada dasarnya ulama telah sepakat bahwa jika
perempuan hamil karena zina menikah dengan orang yang menghamilinya
tidak berlaku kewajiban iddah. Perbedaan pendapat yang muncul di
kalangan ulama jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua yaitu
pendapat yang mewajibkan ‘iddah dan tidak mewajibkan ‘iddah terhadap
perempuan hamil karena zina. Sementara mengenai dengan siapa
perempuan hamil tersebut akan dikawinkan, apakah dengan laki- laki yang
menghamili atau bukan sehingga mempengaruhi boleh dan tidaknya
mencampuri perempuan tersebut pada waktu hamil, tidak ada penjelasan
secara eksplisit.?’

Ketentuan perempuan hamil karena zina jika menikah dengan laki-
laki yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara jelas di dalam
KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sementara dalam pasal 53 ayat 1 hanya
disebutkan wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya. Dalam pasal 53 ayat 2 dapat diperoleh keterangan bahwa
perkawinan wanita hamil karena zina tidak ada masa iddahnya dan tidak
perlu menunggu sampai bayi yang dikandungnya lahir.

Akibat dari hal ini, rawan menimbulkan multi tafsir antar pihak-
pihak yang terlibat dalam urusan perkawinan yang kemudian dapat

berdampak dalam pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Termasuk juga

%" Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary A.Z (ed), Problematika Hukum Islam
Kontemporer Il,cet.1l ( Jakarta:Pustaka Firdaus, 1996), hal.55.
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dalam perkara ini yang mana seseorang ditafsirkan menjalani masa iddah
hamil sementara seharusnya masa iddah yang dijalaninya adalah iddah
talak yakni 3 kali quru .

Adanya perkembangan zaman, menyebabkan pola perilaku
masyarakat ikut berubah. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya perilaku
masyarakat sekarang ini berbeda dengan perilaku masyarakat dahulu.
Nilai-nilai moral sedikit banyak telah bergeser. Begitu pula nilai agama
yang dahulunya dijunjung dan dijadikan pedoman manusia sudah mulai
nampak perubahannya. Agama tidak lagi menjadi pegangan kuat yang
dianut masyarakat.

Pergeseran pola perilaku masyarakat ini tidak terlepas dari
pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dari masa
ke masa semakin menunjukkan pengaruhnya dalam kehidupan manusia.
Sebagai contoh pada perkembangan informatika yang sudah menjadi
bagian dari kehidupan manusia. Dahulu akses informasi sangat terbatas
dan membutuhkan waktu yang lama, berbeda dengan sekarang akses
informasi dapat dilakukan dengan mudah dan praktis. Khususnya dengan
adanya internet, hanya sekali akses dapat mengetahui berbagai informasi
dari belahan bumi manapun. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh
informasi yang mereka inginkan. Baik informasi dari dalam maupun di
luar negeri dapat diakses dengan mudah.

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak

hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif.
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Sebab tidak semua orang dapat dengan bijak menggunakan teknologi.
Kemudahan ini juga rentan disalahgunakan untuk mengakses suatu hal
yang bersifat kurang bermanfaat dan bertentangan dengan nilai-nilai
moral, seperti halnya situs pornografi, tawuran, ujaran kebencian maupun
segala hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dampak dari perkembangan teknologi ini disadari atau tidak juga
telah mengubah perilaku masyarakat. Seperti halnya yang telah diuraikan
oleh Ahmad Tadzkir selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungwaru, yang
juga menyadari bahwa perilaku masyarakat sudah mengalami perubahan.
Sebagai contoh yang didapati di masyarakat bahwa hamil di luar nikah
(zina) sudah menjadi hal yang biasa, bahkan dilakukan oleh orang yang
sudah menikah sekalipun.

Dalam perkara ini, terjadi perubahan perilaku masyarakat yang
mana dulunya dapat dipastikan bahwa janda yang hamil adalah dengan
mantan suaminya, terlebih apabila kehamilannya masih dalam masa iddah.
Berbeda dengan sekarang yang justru sebaliknya banyak janda yang
kemudian hamil tetapi bukan dengan mantan suaminya, melainkan dengan
orang lain meskipun kehamilan tersebut masih dalam masa iddah. Artinya
kehamilan tersebut adalah hasil dari perbuatan zina, yang sebenarnya tidak
dapat dibenarkan dalam Agama dan juga bertentangan dengan nilai-nilai
moral masyarakat yang selama ini dianut. Hamil pada masa iddah ini
setiap tahun dijumpai di KUA Kecamatan Kedungwaru meskipun jumlah

perkaranya belum terlalu banyak, hanya saja seiring dengan adanya
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perubahan perilaku yang terus menerus tidak menutup kemungkinan
meningkatnya jumlah perkara serupa.

Seperti halnya terjadi peningkatan perkara yang cukup tinggi dalam
dispensasi kawin bagi seseorang yang belum cukup usia untuk menikah
(laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun). Bahwa dari penelitian yang
telah peneliti lakukan di Pengadilan Agama jumlah peemohonan dipensasi
kawin mengalami peningkatan. Di tahun 2016 terdapat 120 permohonan
dan di tahun 2017 jumlahnya meningkat yakni 190 permohonan.
Peningkatan permohonan dispensasi nikah ini terjadi pula karena
pergeseran moral di tengah masyarakat. Sehingga, tidak menutup
kemungkinna pula perkara nikah hamil karena zina dalam masa iddah ini
jumlahnya akan meningkat.

Selain itu, adanya perubahan pola perilaku manusia juga
menyebabkan terjadinya kerancuan hukum yang berlaku. Peraturan yang
dahulunya cocok diterapkan, belum tentu cocok diterapkan pada zaman
sekarang ini. Hukum tertulis cenderung bersifat kaku dan tanpa
pembaharuan dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan perilaku
masyarakat senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini secara
tidak langsung juga menyebabkan munculnya berbagai permasalahan baru
yang dihadapai masyarakat.

Karenanya, pembaharuan hukum sepertinya sudah diperlukan pada
saat sekarang ini agar hukum tidak tertinggal jauh dengan kondisi sosial

masyarakat. Yakni hukum yang menjawab berbagai permasalahan yang
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dihadapi oleh masyarakat. Sehingga kebermanfaatan adanya hukum dapat
dirasakan oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan
dalam masalah tersebut.

Khususnya pedoman yang digunakan dalam perkara ini, terkait
dengan masa iddah janda hamil. Peraturan yang digunakan yakni KHI
yang mengatur lamanya masa iddah bagi janda hamil. Namun peraturan
ini tidak mencantumkan secara jelas masa iddah janda hamil yang
kehamilannya bukan dengan mantan suaminya. Padahal karena adanya
perubahan perilaku masyararakat, muncul juga permasalahan baru, yakni
janda hamil yang kehamilannya bukan dengan mantan suaminya,
melainkan dengan orang lain. Iddah yang diterapkan dalam perkara ini
masih terjadi kerancuan, yang mana KUA Kedungwaru menerapkan iddah
hamil sesuai pasal 153 ayat 2 huruf ¢ KHI sedangkan Pengadilan Agama
menerapkan iddah sesuai pasal 153 ayat 2 huruf b KHI atau Pasal 39 ayat
1 huruf ¢ PP Nomor 9 Tahun 1975 setelah terbukti kehamilannya bukan
dengan mantan suaminya.

KHI yang merupakan hasil kesepakatan para mujtahidin yang
kemudian dijadikan peraturan bagi masyarakat Islam Indonesia dijadikan
rujukan hakim dalam memutus suatu perkara. Jika ditarik kebelakang,
munculnya KHI sebagai salah satu rujukan hukum Islam berawal dari
ketidakseragaman putusan hakim. Berbagai permasalahan baru yang
muncul di masyarakat saat itu menimbulkan berbagai tafsir yang berbeda,

sehingga putusannya pun juga berbeda. Bahkan dalam perkara yang sama
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pun bisa berbeda hasil putusannya. Hal ini karena rujukan hukum yang
dipakai bersumber dari Kkitab-kitab figih yang masih mentah serta
berbentuk kitab kuning yang mana dengan ilmu pengetahuannya Hakim
menjadikannya sebagai dasar putusan.

Pemahaman yang berbeda dari setiap permasalahan yang terjadi
menyebabkan putusan yang dikeluarkan hakim juga berbeda. Sehingga,
diperlukan kesatuan pemahaman dalam bentuk kodifikasi yang menjawab
berbagai permasalaham yang muncul. Kodifikasi inilah yang kemudian
dinamakan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang muncul sebagai akibat
dari ketidakseragaman putusan hakim atas berbagai permasalahan baru
dimasyarakat serta tidak adanya hukum tertulis secara pasti yang dijadikan
rujukan. KHI ini kemudian dijadikan sebagai rujukan tertulis hakim di
lingkup peradilan agama, meskipun tidak semua hakim mengguanakan
KHI sebagai bahan pertimbangan.

KHI merupakan hasil ijtihad para mujtahidin dan sebagai
kesepakatan para ulama yang mana isi materinya disesuaikan dengan
kultur masyarakat Indonesia tanpa menyimpang dari ketentuan agama.
Meskipun KHI merupakan suatu terobosan yang sangat signifikan dalam
penerapan hukum Islam di Indonesia, namun teteap saja terdapat
kekurangan-kekurangan di dalamnya. Salah satunya yakni tidak adanya
pasal yang mencantumkan iddah bagi janda hamil karena zina. Dalam
pasal KHI jelas menyatakan bahwa iddah janda hamil adalah sampai

melahirkan, ini untuk wanita yang kehamilannya dengan mantan
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suaminya, dan janda yang tidak hamil atau cerai talak iddahnya 3 bulan.
Namun, tentang iddah bagi janda hamil karena zina tidak ada keterangan
secara jelas.

Ketidakadanya keterangan secara jelas ini kemudian memunculkan
multi tafsir dikalangan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya.
Yakni para pihak yang terkait dengan permasalahan ini, salah satunya
petugas KUA yang menolak menikahkan karena menganggap iddah yang
dijalani adalah sampai melahirkan. Pdahal karena kehamilannya bukan
dengan mantan suaminya maka iddah yang seharusnya dijalani adalah
iddah talak (3 bulan).

Selain itu, ketidakpemahaman pejabat yang terlibat dalam perkara
ini juga menjadi penyebab munculnya perkara ini. Petugas yang kurang
jeli serta ketidaktahuan akan permasalahan yang sebenarnya menimbulkan
penolakan perkawinan. Sejatinya dalam putusan cerai dengan mantan
suami yang sebelumnya menjelaskan kronologi serta fakta fakta yang
terjadi sebelumnya. Sehingga jika petugas dari KUA Kecamatan
Kedungwaru jeli membaca dan menelaah putusan cerainya akan didapati
bahwa pemohon dengan mantan suaminya telah lama ditinggalkan sejak
Mei 2016. Sehingga tidak mungkin kehamilan pemohon dengan mantan
suaminya, melainkan dengan orang lain.

Pemohon dengan calon suaminya mendaftarkan perkawinannya di
KUA Kecamatan Kedungwaru pada saat iddah yang dijalaninya belum

habis (3 bulan). Yang kemudian mengalami penolakan dan boleh



102

melaksanakan perkawinan setelah bayinya lahir. Pendaftaran yang seperti
ini jelas mengalami penolakan dari petugas KUA karena bahkan iddah
yang seharusnya dijalani pun belum habis. Seharusnya pemohon
mendaftarkan perkawinannya setelah habis masa iddahnya.

Pendaftaran perkawinan pemohon sebelum masa iddahnya habis
(sebelum 3 bulan) yakni karena ketidakpemahaman pemohon mengenai
penolakan perkawinan serta pemohon segera mendaftarkannya karena
kehamilannya, dengan asumsi bahwa akan segera menikah sebelum bayi
yang dikandungnya lahir.

Keputusan Pengadilan Agama yang kemudian mencabut penolakan
perkawinan dan menyatakan penolakannya batal adalah keputusan yang
tepat, sebab melihat kenyataan yang terjadi bahwa hamilnya bukan dengan
mantan suaminya dan juga pada saat dijatuhkannya putusan tersebut sudah
habis masa iddahnya (3 bulan). Sehingga, pemohon dapat segera menikah
dengan calon suaminya yakni Ayah dari bayi yang dikandungnya. Bayi itu
kemudian akan terhindar dari kelahiran yang terjadi di luar nikah, yang
mana anak sah menurut pasal 99 ayat (1) KHI adalah anak yang lahir
dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki konsekuensi yang
cukup besar. Yakni terhadap kepengurusan kependudukan, akta kelahiran
yang mana membutuhkan waktu, tenaga serta biaya yang tidak sedikit.
Terlebih terhadap konsekuensi moral yang akan diterima di lingkup

masyarakat. Anak yang lahir diluar nikah selamanya akan dikenal dan
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diingat sebagai anak yang lahir dari perbuatan zina. Bahkan ketika dewasa
pun, akan tetap diingat sebagai anak yang lahir di luar nikah.

Untuk menghindari adanya kasus serupa, diperlukan perhatian
yang lebih khususnya bagi mereka yang berkecimpung atau berwenang
dalam perkara ini. Atas ketidaktahuan masyarakat dibutuhkan sosialisasi
yang mendalam mengenai perkawinan baik dari pejabat KUA maupun
aparat desa. Pemahaman masyarakat mengenai hukum sangat diperlukan
guna terciptanya penerapan hukum yang benar dan berlaku secara efektif.
Untuk itu, sosialisasi merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan
untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum.
Khususnya mengenai perkawinan yang nantinya juga akan menimbulkan
dampak hukum lain seperti kewajiban suami istri, kewajiban terhadap anak
maupun pencatatan administrasi.

Bila masyarakat sudah paham mengenai hukum akan tercipta
masyarakat yang baik serta masyarakat yang sadar hukum. Sehingga
pelanggaran hukum baik tertulis maupun nilai-nilai yang hidup
dimasyarakat dapat diminimalisir. Kemanfaatan adanya hukum pun akan
dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan terciptanya hukum yang

baik memerlukan kerjasama dari semua pihak dan kalangan.



